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DATA KEPENDUDUKAN 
SEBAGAI RUJUKAN PELAYANAN PUBLIK 
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SATU DATA UNTUK SEMUA KEPERLUAN
Pasal 58 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Ditetapkan 24 Desember 2013)

Pelayanan Publik

• Akses web service, web portal, 
FR, IKD untuk K/L yang telah 
melakukan kerjasama dgn 
Dukcapil 

• Pemadanan data bansos & 
subsidi

Perencanaan 
Pembangunan

• Rencana tata ruang 
penggunaan lahan BIG

• Laporan Statistik Hayati 
(Kolaborasi Bappenas & BPS)

• Penyajian data kondisi 
demografi daerah

Alokasi
Anggaran

• Penentuan DAU• DAK
• Dana Desa • Data Otsus

Pembangunan 
Demokrasi

• DP4 Pemilu Tahun 2009 s.d. 
2024
• DP4 Pilkada Serentak Tahun 

2015 s.d. 2024

Penegakan Hukum 
& Pencegahan 

Kriminal
• Pemanfaatan FR dan Sidik jari 

oleh Bareskrim Polri 
• Penelusuran tersangka dari 

Kejagung & Bareskrim
• Penelusuran data debitur BLBI 

dan SLIK OJK

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang 
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi 

anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum & pencegahan kriminal.

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, Per 8 Juli 2026

FR : Face Recognition
IKD  : Identitas Kependudukan Digital
K/L   : Kementerian/Lembaga

DAU : Dana Alokasi Umum
DAK : Dana Alokasi Khusus
DP4   : Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

BIG : Badan Informasi Geospasial
DAU : Dana Alokasi Umum
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
SLIK : Sistem Layanan Informasi Keuangan
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DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI) DI INDONESIA

DIGITAL ID

1. Dasar verifikasi identitas untuk akses layanan publik (digital).
2. Pengguna Identitas Kependudukan Digital ( IKD) sudah mencapai 25 juta

pengguna. Identitas Kependudukan Digital ( IKD) j u g a sudah
terhubung ke 39 lembaga. Sementara untuk cek Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dan Face Recognition (FR) melalui sistem Pemanfaatan Data
dengan rata-rata per hari 8-9 juta hits.Identitas Kependudukan

Digital (IKD)

DIGITAL 
PAYMENTS

1. Layanan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) meluas signifikan-level
pengguna dan merchant terus naik, transaksi melonjak baik dari sisi
volume maupun nilai. Kuartal I 2025: 56,3 juta pengguna, 38,1 juta
merchant, 2,6 miliar transaksi. Sementara nilai transaksi Rp 317 triliun
(semester 1 Tahun 2025).

2. Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Tap, serta ekspansi 
lintas negara semakin memperkokoh digital payments sebagai pilar inklusi keuangan.

DATA 
EXCHANGE

1. Menjadi sarana pertukaran data antar instansi pemerintah untuk berbagai pakai data
dengan data driven governance.

2. Menyediakan standar keamanan terpusat untuk pertukaran data, dengan
Tata Kelola Data oleh Bappenas dan regulasi Perlindungan Data Pribadi
(PDP) oleh Komdigi.Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah (SPLP)

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, Per 8 Juli 2026
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PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Sebagai Kunci Akses Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

DTSEN

Filosofi Single Identity Number

NIK bersifat unik atau khas

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya serta 
dicantumkan dalam setiap dokumen

NIK digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan 
pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan 
demokrasi dpenegakan hukum dan pencegahan kriminal

IKD : Identifas Kependudukan Digital
CIF : Customer Information File
DTSEN : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
PCARE : Primary Care

Total Akses 20,75 Milliar Hits NIK

Jumlah Pengguna Yang 
Menandatangani 

Perjanjian Kerja Sama

Total PKS
7.833

Pusat    : 2.590
Daerah : 5.243

Cut Off: 5 Okt 2026

Metode Pemanfaatan Data Kependudukan

Web Service Face Recognition

Web Portal I K D

Card Reader Pemadanan Data



Source: Ditjen Dukcapil - Cut off: 28 Oktober 2026

PKS

7.824
PUSAT: 2.590

DAERAH: 5.234
20.980.401.689
TOTAL VERIFIKASI NIK

⚬Pemerintahan
⚬Transportasi
⚬Asuransi
⚬Kesehatan
⚬Pendidikan
⚬Keuangan
⚬Perbankan

⚬Penegakan Hukum
⚬Pencegahan Kriminal
⚬Penyelenggara Sertifikat 

Elektronik
⚬Telekomunikasi

Verifikasi melalui Web Service, Card Reader (2013), Web Portal, Face Recognition (2020), dan Digital ID (IKD) (2022)

TOTAL FR

815.934.611

dengan rata-rata akses 8 jt per hari

LEMBAGA PENGGUNA YANG 
MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN 19.672.461.203

487.449.709

TOTAL AKSES IKD: 4.556.166

TOTAL WEB SERVICE

TOTAL WEB PORTAL

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN SAAT INI
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DUKUNGAN DUKCAPIL TERHADAP 
DIGITALISASI PERLINDUNGAN SOSIAL
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DASAR PELAKSANAAN

CAPAIAN YANG TELAH DIDAPATKAN
• Integrasi IKD dalam Portal Perlinsos untuk Single Sign On (SSO), Face Recognition dan Akses Data NIK. 
• Aktivasi IKD bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Operator Desa/Kelurahan serta masyarakat 

calon penerima manfaat di lokasi Pilot Kab. Banyuwangi Tahun 2025 dengan capaian 359.079 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar.
• Waktu verifikasi penerima Bantuan yang sebelumnya 200 hari hanya menjadi 1 menit. 
• Digitalisasi Bansos tetap dapat menjaga inklusivitas penerima Bantuan Sosial.
• Total Akses Face Recognition 17,6 Juta dan Akses SSO 2,4 Juta (cut off: 22 September 2026).
• Persiapan Rollout Nasional Tahun 2026.



KETERHUBUNGAN LAYANAN 
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 

(SIAK – SATU SEHAT)

Transformasi Digital Pelayanan Publik Tanpa Sekat Birokrasi

Perlindungan Hak Sipil Anak: Menjamin setiap anak yang lahir
langsung mendapatkan kepastian hukum status kewarganegaraan.

Interoperabilitas Sistem: Menghubungkan jaringan data Fasyankes, 
Satu Sehat Kemenkes, dan SIAK Dukcapil secara realtime.

Prinsip Layanan Tanpa Tatap Muka: Orang tua tidak perlu lagi
mendatangi kantor Disdukcapil secara manual.

Komitmen Kebijakan & Sinergi Lintas Kementerian

Layanan Berkualitas Tanpa Beban Tambahan

Zero Movement Service: Orang tua fokus pada perawatan dan kesehatan bayi tanpa perlu keluar
rumah mengurus dokumen.

Pencegahan Calo & Pungli: Layanan berjalan otomatis, transparan, dan 100% tanpa dipungut biaya
(Gratis).

Kecepatan Layanan: Dari hitungan hari/minggu menjadi hitungan jam pasca kelahiran.

Dampak Langsung Terhadap Masyarakat

Launching SIAK - SATU SEHAT
11 Agustus 2026
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MEKANISME PEMUTAKHIRAN 
ELEMEN DATA PENDUDUK



TAHAPAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PELAPORAN
Pemohonon mengisi formulir 
pelaporan dan melampirkan 
persyaratan

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA 
Dilakukan oleh petugas

PEREKAMAN DATA
Dilakukan oleh petugas untuk 
diinput ke dalam database 
kependudukan

PENCATATAN DAN/ATAU 
PENERBITAN DOKUMEN

RUANG LINGKUP LAYANAN PENERIMA LAYANAN

WARGA NEGARA INDONESIA ORANG ASING

Ps. 40 & 41 Permendagri No. 108 Thn 2019

Pelayanan Dafduk diberikan kpd:
a.WNI;
b.Orang asing pemegang ITAS sebagai penduduk: NIK dan SKTT;
c. Orang asing pemegang ITAP sebagai penduduk: NIK, KK dan KTP-el 

(masa berlaku sesuai ITAP) .

Pelayanan Pencatatan Sipil kpd:
a.Penduduk WNI (dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota di tempat 

penduduk berdomisili)
b.Orang Asing pemegang ITAS atau ITAP (dilakukan di Disdukcapil 

Kab/Kota tempat berdomisili)
c. WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia 

(dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa 
penting) 

d.Orang Asing pemegang izin kunjungan (dilakukan di Disdukcapil 
Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa)

e. WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di negara setempat atau 
Perwakilan RI.

KELUARAN LAYANAN

SELURUH 

PELAYANAN 

“GRATIS”

UU NO. 24/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UU NO. 23/2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
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• ID Digital untuk menampilkan bentuk digital dari e-KTP, 
Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya
• ID Digital untuk Single Sign-On dan berbagi data secara 

sukarela (berdasarkan persetujuan)
• Akses masuk kelayanan online Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

• Permohonan Cetak Kartu Keluarga
• Permohonan Cetak Biodata WNI
• Surat Keterangan Pindah (Individu)
• Pisah/pecah KK (Individu)
• Golongan darah

• Penerbitan Akta Kelahiran WNI (belum memiliki NIK)
• Penerbitan Akta Kelahiran WNI (telah memiliki NIK)
• Penerbitan Akta Kematian
• Perubahan Pendidikan
• Pengajuan Penduduk Non Permanen

PELAYANAN ADMINDUK DI IKD

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, Diolah 27 Juli 2026.

IKD PLUS
Fitur baru pada IKD bagi Petugas 
Dukcapil yang memiliki kewenagan 
untuk melakukan registrasi Aktivasi IKD 
bagi pengguna baru, tanpa harus datang 
ke Dinas Dukcapil.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

Data Jumlah Penduduk Indonesia : 290.125.073Jiwa

Perempuan
143.722.784
Jiwa (49,54%)

Laki-laki
146.402.289 

Jiwa (50,46%)

Indonesia Merupakan Negara Nomor 4 dengan 
Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia

290.125.073

Persentase 
Perekaman Penduduk Indonesia

Belum Rekam 
Sekitar 2,76%

Sudah Rekam
208,5 Juta Jiwa (97,24%)
dari 214,3 Juta Jiwa. 

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri

Data Kependudukan Bersih 
Semester I 2026

Data Kependudukan Dinamis 
(3 Nov 2026)

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA YANG AKTIF DIKELOLA DALAM 
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)



TERIMA KASIH
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